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Menimbang a

BTJPATI I{OTAWARII{GII{ BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahurr
2018 tentang Tata Cara perhitungan, penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belzrnja Daerah, dan
Tertib Admin jstrasi Pengajuan, Penyal uran , rlan
Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan
Keuangan Partai politik, Bupati memberikan bantuarr
keuangan kepada partai potitik tingkat Kabupaten
.yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
hahwa herdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 213l074/polpum tanggal 7 Januar-i 2019
tentarg Pencairan Bantuan Keuangan partai politrli
Tahr-rn Anggaran 2019, bantuan keuangar) parlai
politik Tal^ un Anggaran 2019 disalurka-n dalam 2
(dua) tai.ap, dart tahap pertama diberikar-r kepada
partai politik peserta pemilu 2014 yang menrlapatkan
kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat periode
2014-2019.
bahwa berdasarkan surat Kepala Br,clan Kesat.ua n
Bangsa dan Politik nomor 300/337l Kesbang.Ill /2019
tanggal 1 Juli 2019 perihat per.s:rtuj u:ur Bantua:r

h

C

cl

Keuangan parpol Tahap I Tahun 2OI9, terdapar 9
(sembiltrn) parlai politik -ynng lelnh rl i rr v rr l ri l< ii rr
memenuhi persyaratan kelengkap^rr .l(l,lirlrsl,asr (i;r)
telah mendapatkan persetujuan darr Kepala l-taerah
untuk menerima bantuan keuangan panai politrk
tahap I;
balwa berdasarkan pertiml.rangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlLr
menetapkan Keputusan Bupati tentang I,t,nerapirn
Penerima Bantuan Keuangan partaj potitik .lithap 

I
Tahun Anggaran 2019.



Mengingat

1

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah 'Iingkat ll di
Kalimantan (kmbaran Negara Republik indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(lrr-nbarari l'legara Repultlik lrtdonrs,a'l'ahrrrr I()5(t
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negarn I'lomor I l12o);

2. Undang-Undang Nomor 17 tuhun .1003 lentang
Keuangan Negala (Lenrbalan N:gura Republik
Indonesin Tshrrn 2003 N()rrr()r 4 /, 'l'amltahan
l,cnrharan Negara Rel:ublik Indonesia Norlor' 4286).

3. Undang-Undeng Nomor I Tahun 2004 tpnrnng
I'erbendaharaan Negara (lcmbaran Nega:a Republrk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tanrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4355);

4. Undang-Und.ang Nomor 15 Tahurr 2004 tentang
Pemeriksasn Pengelolaan dan Tanggung Jawal:
I(euangan Negara (Lembar"an Negara Republik
Indonesia Nonror' 66, Tambahan lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undalg Nomor 33 Tahun 2004 lenl.ang
Perimbangan Keualgan antare Pemerrnl-ah Pusat rlarr
Pemeriutahan Daerah (l,embaran Negar.a ltepirblik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tsnrbahan
Lembaran Negara Republik Indor:esia Nornor 4438);

6. llndang-Undang Nomor 2 Tahun 2O0B tentang partai
Politik (l,embaran Negara Republik Inrionesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah cliulrah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atae Undang-Undang Nomor 2
Tahrrrr 2O08 tentang partai politik (t.cmbaran Negara
Republil< Tnclonesia Tahun 201 I No..ror. g, Tuurl.ralurrr
[,embaratr Negara Rel:r:blik Inc]onesia Nonror I'l lg9);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20l4 renrs.ng
Pemerinta.ha.n Daerah (l.embara,n Negara Repr_rblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Lrdonesia Nomor 5Sg7), sebagarmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unclang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia. Tahun 2Ol5 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 5679);



-3-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57$l;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan l(euangan kepada Pa tai Politik (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nonror I8,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesiu
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tairun 2OlB tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,

Tambahal Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor fr 1 77);

10. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman pengelolaa-tr Keuarrgar.r
Daeralr, sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali,
terakhir dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 201 I tentang peru bahan Keclua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 .Iahun
2006 tentang pedoma-n pengelolaa:t Keuangan Daera-h
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor
310);

11 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nornor g0 Tahun
2015 tentang pembentukan produk Hukum Daer:rh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 .l.ahun
2018 tentang Tata Cara perhitungan. penganggaran
J)alarn f.nggaran pendapatan clat: Ilelanja [)lrrrr]r,
<ian Tertib Administrasi Pengajuan, l,t.nvalLlra1l, 61u11
l,aporan Pertanggungjawaban penggunaan Blrntuan
I(euangan partai politik (Berita Negara Rt.publik
lndonesia Tahun 201g Nomor 630);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 30 lahun 20lg tentang Anggaran p..-nduro,on
dan Belanja Daerah Tahun Angga.on ZOf q (Lrrrrllrr.nrr
Daerah Kabupaten Kotawaringin lkrnrt ,lirhurr 

20 lti
Nomor 30, Tambahan Lembarar, Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor g9);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Pokok-pokok
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeral'r

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 201 9 Nomor 1);

15. Peratural Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56
Tahun 2OLB tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Talrun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2018 Nomor 56).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I 3 /074 / Polpu nr

ta-nggal 7 Januari 2019 terrtang Pe'rr urrarr llrntuirrr
KeuLangan Partal Politrk Tahun Anggararr 2O 19.

MEMUTUSXAN;

Mcnetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANC PENETAPAN PIINI1RIMI\
tsANTUAN l(EUANGAN PARTAI POLI'l'lK 'l'{}lAP | 'r',\llt., N

ANGGARAN 2019.

Menetapkan penerima dan besaran alokasi bantuan
keuangan parai politik Tahap I Tahun Anggaran 2OL9
kepada 9 (sembiian) partai politik dengan nilai total
sebesar Rp.584.445.671,- (lima ratus delapan puiuh
empat juta empat ratus empat plrluh lima ribu enam
ratus tujuh puluh satu rupiah).

Rincian penerima dan besaran a-lokasi ba,rtuan keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
dimaksud da.lam diktum KESATU, adalah sebagai
beri kut:

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PfiB) Rp. 39.229.235,-

2l PafiaL Gerakan Indonesia Raya

(GERINDRA) Rp. i3s.283.667,-

3) Pertai Demokrasi Indonesia

Perluangan (PDIF) Rp. i i3.0q2.099,_

4) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Rp. 109.233.343,-

5) Partai Nasional Demokrasi

(NASDEM) Rp. 4O.sO3.712,

6) Partai Keadilan Sejahtera (pKS) Rp. 25.51S.304._

KESATU

KEDUA
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7l Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) Rp. 28.68s. 195,-

8) Partai Amanat Nasional (PAN) Rp. 55.509.291,-

9) Partai Demokrat Rp. 36.989.336,-

Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam dil<tum KEDUA ',vajib menggunurkan
bantuan keuangan Partai Poiitik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menyampaikan laporan perhnggungjawat)an penggunaan
dana kepada Bupati Kotawaringin Barat setelah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengeluaran akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat Tahun Anggaran
2019, melalui DPA-PPKD Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan cii Pangkaian Bun

lir Juilt 2Clt

TN BARAT,

'trrft?hl/L


